
SALINAN

KOlt/flSI PEMILIIIAN UMt M
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMTSI PEMILII{AN UMT.ITI{ KOTA SERANG
Nomor : I 23 I /HK.OS.O I -Kp tl fin I Kf{tt _Kot/vt | 2OtS

TENTAI{C

PENEfAPAN JARIHGAIII SUARA INDO$ESrA {.rSq SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOiIA DAI{ WAKIL WAT,NIOM SERANG TA}TUN 2018

Menimbang

KgruA KOMISI PEMIUI{AN UMUM KOfA SERANG,

a. klnnra untuk mehkaanakan ketentuan paaal rgl ayat (u
undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tatrun 2ols
tertang Fenetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
uadang llomor I Tahun zol4 tffrtang Rmilihan Gubcmur,
Bupati dan walikota mer{adi undang-undang oebagaimana
telah beberapa keli d66*1, terakhir dengrrn Undang-Undang
Nomor lo rahun 2016 menyatakan bahwa untuk meudukung
kelancaran penyebnggaraan Femilihan dapt melibetkan
prtisipsi maeyarakafi

b. khwa berdasarkan pertimbargar sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
kmilihan umun lfuta $erang tentans knetapn Jaringan
suana Indonesia (JsIl oehgai kmbaga Femantau pada
Pennilihan tratikota dan srakil watikota scrang Tahun 20lg;

l" undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2ooo
tentang Fembentukan prrovinsi Bant€n flembaran Negara
Republik Indouesia Tahun 2oo0 Nomor lg2, Tanuatran
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Ol0);

2. undang-undang Repubrilc Indonesia Nomor 17 Tahun 2oo3
tentang Keuarrg'rrr Negana (Iembaran Negara Republik
Irdorrcsia Tahun 2oo3 Nomor +T Tambatran Lembaran
Repuhtik Indonesia Nomor 42ffi1;

3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun zwl
tenrnng Pembentukaa Kota sera,tg Di pr,ovinei Banten
fi.embaran Negana Republik Indonesia l$omor gg, Tanbahan
I*mba-nan Negara Repubfik Indonesia Nomor 4?4gl;

Mengingat

4. Undang-Undang...
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4 undang-undang Republft Indonesia Nomor 23 Tahun 2at4
tentang Pemerintahan Daerah se@aimana telah diubah
bebempa kali, terakhk dengan undang-undang Nomor g
Tahua 20rs fi*mbaran Negara Republik Indoneeia Tahun 20ls
Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negrra Repubuk Indonesia
Nomor 1fi79!,;

undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2o1s
tentang Penetapan peraturan pemerintalr pengganti undang-
undarg Nomor I Tahun 2a]/. tentang pemilihan Gubernur,
Bupati dan watikoa menliadi uudang-undang rebagaimana
telah beberapa kali diubah tem.khir dengan undang-undang
Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tanbahan Lemhran Negara Republik
Indoncsia Nomor 58981;

undang-undang Republik Indonesia Nomor z rahun zotl
tentnqg Pemflihan Umum (I"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun zalv Nomor lgz, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
kraturan Komisi Femilihan umum Nomor 0s tahun 2oog
tentang Tata Kerja Komiei pemilihan umum, Komisi pemilihan
umum Pnovinsi dan Komisi pemilihan umum lftbupaten/Kota
sebagaimana trlah beberap kali berubah terakhir dengan
Peraturan Komiisi pemilihan umum Nomor 0l tahun 2o10;
Peraturan Komisi fumilihaa umum Nomor o6 Tahun 2oog
teritang susunan organisasi dan Tata Kerja sekreteriet
Jendeml Komisi pspitihen Umum" Sekretariet Komisi
kmilihan umum hovinsi, dan sekretariat Komisi pemilihan
umum lkbupaten/rfuta sebagaimsna telah diubah dengan
kratunan Komisi Pemirihqn umum Nomor 22 Tahun 20og;
Feraturau Komisi Pemitihan umum Nomor I Tahun zol?
tentang Tahapan, pnogras dan Jadwal Fenyelenggaman
Pemilihan Gubernur dan Wakrt Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau IVatikota den wskil werikote Tahun 201g
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Komisi Pemilihen umum Nomor 4 Tahun 2oll
tentang Kampanye pemilihen Gubcrnur Dan wakil Gubernur,
Bupati Dan wqldl Bupati, Dan/Atru sralikota Dan ltrakil
Ilralikota;
Pereturan Komisi Pemilitran umum Nomor g rahun 2ol7
tentang soeialisesi, pendidikan pemilih dan partisipsi
Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan wakil Bupti, dan/atau walikota dan 1r{.kir
Walikota.

Feraturan Komisi pemilihan umum Nomor g rahun 20lg
tentang Pemunguhn dan penghitungan suara pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dsn w&kil Bupati,
danlatau lfefkota dan Wakit Walikota;

13. Peraturan...
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13. Feraturan Komisi pemifi.han Umum Nomor 9 Tahun 20lg
tentang Rekapitulasi Hasil pengitungan Suara dan Fenetapan
Hasil kmitihan Gubernur darr Wrkir Gubernur, Bupati dan
Watil Bupti, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berita Acara Komisi pemithan Umum Kota Seralg Nomor:
!231/B,A13673/W/2OLB tentang Fenetapan Jaringan SuaraIndo_nesia (JSI) sebagai Lembaga pemantau p.U" *.irU""Walikota dan IVakil Walikota Serang Tahun 2016

Memperfisriken ;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

IGPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOlrA SERANG TENTANGPENETAPAN JARTNGAN suARA [.looNEire i;slt SEBAGATLEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WAUTOTA DAN WAKILWALIKOTA SERANG TAHUN 20 18.

Menetapkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) sehegei Le6bagaFemantau pemilihan Walikoa dan Wakfl ilr.iid'Serang Tahun

f.c.qla bhya yang timbut eehubtrngan diterbitkaFnya Keputusan inidibebankan pada Daltar I."y, p;itsenJn-'p"rjr"fu Hibah uangantara Pemerintah Kota Serang dengan XomiJiJemmran Umum
!w[5:**Tff T*rAr,;,i:ffi,J*l*.llJ;;i:i
Icputusan ini mulai berlaku pa.da rcnggat ditctapkan ape.biladikemudian hari terdanat teteiiruar ffidtJ;"" pcrbaikan
se bagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pade tanggal 19 Junj 2Of8

Kts.TUA KOMIST PEMIU}TAN UMI..rM
KOTA SERANG,

ttd

HERIWAHIDIN

Sa.linan Scsuai Aslinya
SEKRETARI,AT
KOMISI PEMILI}IAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum

*$*


